
 
 

 
 

 
 

 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

 
PERATURAN  BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 76 TAHUN 2018 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2018  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

Menimbang 

 

: a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana longsor 

tepi/bibir sungai pada beberapa desa dalam wilayah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka untuk 

penanggulangan/pemulihan keadaan pasca bencana 
tersebut, diperlukan anggaran biaya yang oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara diusulkan menggunakan Belanja Tidak 
Terduga; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan 

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 
2012 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga pada 
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Hulu 
Sungai Utara Nomor 45 Tahun 2014, dinyatakan 

bahwa untuk keperluan keadaan darurat/mendesak 
memungkinkan menggunakan anggaran belanja tidak 

terduga; 

c. bahwa untuk penggunaan Belanja Tidak Terduga 
tersebut dilakukan penggeseran anggaran belanja dari 

DPA-SKPKD/BPKAD ke DPA-Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 

dengan melakukan perubahan atas penjabaran 
perubahan APBD tahun anggaran 2018; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

SALINAN 
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menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018;  

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 
 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4286); 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Negara Nomor 4400); 

 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

 
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 

4828); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4829); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 
 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang 
Perubahan  Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 
 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 874); 

 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8); 
 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
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Tahun 2018 Nomor 7); 
 

27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 
2012 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga pada 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 

Nomor 7),  sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 45 Tahun 2014 
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 

2014 Nomor 45); 
 

28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 71 Tahun 
2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 
2018 Nomor 71); 

 
Memperhatikan  : 1. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan 

Daerah Kab. Hulu Sungai Utara, Nomor: 
363/299/BPBD/2018., Tanggal 15 Oktober 2018, 

Perihal: Mohon Pembiayaan Penanggulangan Keadaan 
Darurat Pasca Bencana Longsor Tebing Sungai; 

2. Surat Pernyataan Keadaan Darurat Bupati Hulu 

Sungai Utara, Nomor: 363/297/BPBD/2018, Tanggal 
15 Oktober 2018; 

3. Telaahan Staf Kepala BPKAD Kab. Hulu Sungai Utara, 
Nomor: 900/594/BPKAD/2018, Tanggl 18 Oktober 

2018, Perihal: Mohon Persetujuan Penggunaan 
Anggaran Belanja Tidak Terduga pada DPA SKPKD 
Kab. Hulu Sungai Utara; 

 
4. Surat Kepala BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara, 

Nomor: 900/606/BPKAD/2018, Tanggal 24 Oktober 
2018, Perihal: Mohon diterbitkan Peraturan Bupati; 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan 

 
 

: 

 
 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 
 
 

Pasal  I 
 

Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 71 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 71), 
diubah, dengan SKPD yang mengalami perubahan sebagai berikut:sebagai 
berikut: 

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD); dan 

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 
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Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara. 

 
 

Ditetapkan  di Amuntai 
pada tanggal  25 Oktober 2018  

 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

  CAP / TTD 
 

      ABDUL WAHID HK  
 

 

Diundangkan di Amuntai 

pada tanggal 25 Oktober 2018 
 
PENJABAT  SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN  HULU SUNGAI UTARA, 
 

      CAP / TTD 
 

       MUHAMMAD TAUFIK 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

TAHUN 2018 NOMOR 76. 
 

 

 


